BAB IV

PENUTUPAN
1. Simpulan
a. Kedudukan orang tua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah
Anak Berkebutuhan Khusus dalam proses peradilan

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskiriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu,
orang tua memiliki peranan penting dalam menjaga Hak Asasi Anak agar
tetap terpenuhi.

Pada dasarnya, seorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Tanggung
jawab orang tua untuk melidungi anak, salah satunya termasuk juga
sebagai pendamping anak dalam proses peradilan. Pada dasarnya setiap
anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh
pendampingan dari orang tuanya. Hal tersebut telah tercantum dalam
Undang-Undang. Baik dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, maupun dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
Dan apabila orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau
dalam hal ini untuk menjalankan tanggung jawab nya terhadap anak, atau
orang tua tidak diketahui tempat tinggal nya atau keberadaannya, maka
tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada seseorang atau badan

hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali dari anak yang
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bersangkutan. Dengan catatan, menjadi seorang wali haruslah melalui
penetapan pengadilan, dan agamanya harus sama dengan agama yang
dianut anak.

Dalam hal Anak Berhadapan dengan Hukum maka orang tua atau
wali berhak mendampingi, anak yang berhadapan dengan hukum tentulah
sangat perlu memperoleh pendampingan. Pada kondisi tertentu, saksi
ataupun korban (dalam hal ini anak-anak) membutuhkan orang yang sudah
lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati
proses pemberian kesaksian, jadi dalam hal tersbut orangtua memiliki
kedudukan sebagai pendamping ataupun penerjemah berdasarkan Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Pasal 178 KUHAP.

Pada ketentuan Pasal 31Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa :

“penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak
penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga
anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak
penyandang disabilitas”.

Dari ketentuan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa memang orang tua
berkedudukan untuk melakukan pendampingan terhadap anaknya dalam
proses peradilan.

Kekuatan hukum keterangan orangtua atau wali sebagai pendamping
atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi

anak korban.
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Dari pembahasan sebelumnya, telah simpulkan bahwa Orang tua dapat
menjadi pendamping atau penerjemah anak berkebutuhan khusus dalam
proses peradilan. Sehingga keterangan yang diberikan orangtua pun
memiliki kekuatan hukum. Orang tua dalam hal tesebut bisa di kategorikan
sebagai saksi ataupun sebagai penerjemah bagi anak berkebutuhan khusus
yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu, dengan adanya
penerjemahan dari orang tua akan memudahkan seorang ahli dalam
mengemukakan pendapatnya berdasarkan keilmuan. Selanjutnya dengan
adanya keterangan dari orang tua pun akan membuat penegak hukum lebih
mudah memahami maksud si anak dan hal tersebut dapat pula di

kategorikan sebagai bukti petunujuk.

2. saran

a. dalam hal memberikan perlidungan hukum bagi anak, khususnya Anak
Berkebutuhan Khusus, maka seharusnya perlu diadakan revisi terhadap
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sehingga hak-hak terhadap anak
disabilitas jauh lebih diatur secara terperinci dalam Undang-Undang
khusus anak.

b. Untuk lebih menjamin kenyamanan anak, khususnya terkait dengan anak
berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum maka orang tua
harusnya bertindak sebagai penerjemah untuk anaknya dengan netral

kepada penyidik agar tidak membuat anak merasa terbebani.
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